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Artinya:
“Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah
satu seorang di antara keduanya atau kedua - duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kepada
keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al Isra’ [17]: 23).
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku,kasihilah ‘mereka keduanya, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku waktu kecil.”’(Qs. Al Isra’ [17] : 24).



ABSTRAKSI

Nama . Bagus Susanto
NIM : 2011101101311250
Judul . Tinjauan Putusan MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-

XIV/2016 dalam Melindungi Hak Beragama dan Berkeyakinan
Bagi Kelompok Minoritas
Pembimbing : Catur Wido Haruni, S:H., M.Si., M.Hum

Dr. Haris, SH., M. Hum

Penelitian ini mengambil rumusan masalah bagaimanakah substansi Putusan
MK Terkait Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif
penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa
tekanan) memeluk suatu agama dan keyakinan; dan Sudahkah Putusan MK Terkait
Uji Materi Nomor Perkara 97/PUU-X1V/2016 ikut berkontribusi secara positif dalam
upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok agama dan keyakinan
minoritas. Penelitian ini. menggunakan metode pendekatan historis (historical
approach), pendekatan kepustakaan (library approach), dan pendekatan konsep
(conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian secara substansi Putusan MK
terkait uji materi Nomor Perkara 97/PUU-XIV/2016 dilihat dari perspektif penegakan
HAM, khususnya HAM untuk secara bebas (tanpa tekanan) memeluk suatu agama dan
keyakinan setidaknya memenuhi alasan filosofis, alasan yuridis, dan alasan sosiologis.
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial
review UU Administrasi Kependudukan dilatarbelakangi sikap penganut aliran
kepercayaan yang merasa diperlakukan secara tidak adil (diskriminasi) dalam
memperolah haknya sebagai warga negara Yyaitu mendapatkan KK dan KTP
elektronik. dimana, dalam kolom agama KK dan KTP elektronik mereka, terpaksa
harus dikosongkan karena aliran kepercayaan yang mereka yakini tidak termasuk
dalam salah satu 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah serta beberapa
pengalaman diskriminasi lainnya.

Kata Kunci: Putusan, Uji Materi, Hak Asasi Manusia
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ABSTRACT

Name . Bagus Susanto
NIM : 201110110311250
Title . Review of Related Constitutional Court Declaration of the Case

Number 97 / PUU-XIV / 2016 Case in Protecting Religious and
Religious Rights for Minority Groups
Pembimbing : Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum

Dr. Haris, SH., M. Hum

This research takes the formulation of the problem of how the substance of
the Constitutional Court Decision concerning Material Test Number Case 97 / PUU-
XIV [ 2016 viewed from the perspective of human rights enforcement, especially
human rights to freely (without pressure) embrace a religion and belief; and Has the
Constitutional Court Decision regarding Material Test Number Case 97 / PUU-XIV /
2016 contribute positively to human rights enforcement efforts, especially for religious
groups and minority beliefs. This study uses historical approach, literal approach, and
conceptual approach. Based on the results of substantial research of the Constitutional
Court Decision related to the judicial review of Case No. 97 / PUU-XIV / 2016 viewed
from the perspective of human rights enforcement, especially human rights to freely
(without pressure) embrace a religion and beliefs at least meet philosophical, juridical
and sociological reasons . Whereas the Decision of Constitutional Court Number 97 /
PUU-XIV /2016 concerning the judicial review of the Population Administration Law
Is based on the attitude of believers who feel unfairly treated (discrimination) in
obtaining their rights as citizens who get KK and electronic ID card. where, in their
KK and KTP electronic religion columns, were forced to be vacated because of the
belief that they believed were not included in any of the six religions recognized by
the government and some other discriminatory experiences.

Keywords: Judgment, Material Test, Human Rights
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